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Pasal 1 

 

 

BUPATI WONOSOBO  

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI WONOSOBO 

NOMOR 69 TAHUN 2022 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 69 

TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN 

ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI WONOSOBO, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20, Pasal 

25, Pasal 30, dan Pasal 39, Peraturan Daerah 

Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Wonosobo, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 b. 

 

 

 

 

 

 

bahwa dalam rangka peningkatan efektifitas kinerja dan 

kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo, 

beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonosobo 

Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Wonosobo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Wonosobo Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 69 

Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak 

Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo 

dipandang sudah tidak sesuai  dengan perkembangan 

kondisi sehingga perlu disesuaikan; 

 

 

SALINAN 
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  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 69 Tahun 2020 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo; 

Mengingat : 1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor  82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua  Atas 

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 

Pemerintahan Daerah ( Lembaga Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
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6. 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6057); 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 

2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif 

Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah 

Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8); 

Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten 

Wonosobo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Wonosobo Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2); 

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 69 Tahun 2020 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah 

Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 72) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Wonosobo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 69 Tahun 2020 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah 

Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 7) 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 

TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN HAK 

KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 

WONOSOBO.  
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Pasal I 

 

Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 20 

(1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 

ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut : 

a. Ketua DPRD sebesar Rp. 27.500.000,00 per bulan; 

b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 23.600.000,00 per bulan; 

c. Anggota DPRD sebesar Rp. 14.200.000,00 per bulan. 

(2) Besaran tunjangan Transportasi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud 

pada Pasal 19 ayat (5) sebesar Rp. 12.000.000,00 per bulan. 

 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo. 

 

Ditetapkan di Wonosobo 

pada tanggal 24 Oktober 2022              

 

BUPATI WONOSOBO, 

 

               ttd 

 

AFIF NURHIDAYAT 

 

Diundangkan di Wonosobo 

pada tanggal 24 Oktober 2022              

                  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, 

 

            ttd 

 

ONE ANDANG WARDOYO 

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2022 NOMOR 69 

Salinan sesuai dengan aslinya 

            KEPALA BAGIAN HUKUM 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO 

 

 

    M. NURWAHID, S.H. 

               Pembina Tk I 

                 19721110 199803 1 013 
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